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Abstrak

Penserimtsh akaa menghadaps sy arakat yaeg somakin cerdas (knowlodge
bated society) dan masyaakal yamg cemakin bonvak tontgtan (demanding
commanity). Otborne dan Gacbler (1992) dengan karyanys yeag monumental
mclahirkan konsepnya “Remventing Government™ yang tclah memawarkan bennsk
dan cara pengelolaan sehior publsk &iegan evengadopsi peinsip, semangat dan spint
emtreprenewnal (kewirsusahaan). Pencrapan hoosep ins nwisbutuhhn arah yang
pelas das polaacal will yang kuat dan pemerintah dan dukungan sy araka

Penclitian i bertajuan uneuk mendeshripsikan dan menganalisa perspebnd
peahat blrokras) Pemerintah Kabupasew Buton dalun mencrima dan mensabami
konwp kewwmusahaan dan uneuk memabam Bitor-takior vang mxmclaokon
pomabamun dan sikap pepabar hirvkrase Femgringali Kabapaten Buton dalam
nenenma komwp kewirausahasn torschut Metode vang  Jigusakan dalam
peneliman e sdalah desknpui-ke btaid Jongan whak pengurpulan das
Kuessoner (Maghat), was ancenm, obncrsas dan dobumcontass. Scbogai soming Sits
dan populasinya adalah sebargh peabor stakteral delivghungas Pemenintah
Kabupasen luton dengun menggunakan statified random <anpling

Dari hasil analisis dam jnterpectast ditemukan bahwa peeshoman dan
pengetshuan peshat Pemenmiah Kabapeten Buson terhadap komscp hewirassahaaa
sceara uman dapat dikatahan masih rendal. T crganshar dani hanyaknya peaba
yang tdak monport dengar weide rang ada Sdalam kewirsunahasn sepurt
CUSTOMET LOttad, chtteen charter, angguran borhasis KENCTia, sissom insentif, susmect
law, kompaetisi antar providers, pols kemitrasn dengas swasta dan adanya orientan
profit eniented Dogi pensrinnah Mal im discbabkan masib jarangnya kowsep 1
Jdiperkenalkan (kurangmya sossalisass) hadalars barokrasi Povcenatah Rabapaton
Buton, kugangova kompetenss dan adamya budaya birckras: patcrmalistrk yang tbidak
koodusii umtuk twmbeh dan berkombungaya konssp @i Kedalam  barohrasi
Pemcnintah Kabupaten Buson.

Untuk moningkatkan permabuman dan pengetabuan pojabat Pemda Kabupaten
Buton terhadap konsep kewirsasahaan maka disarankan Pemda Kabupaten Buton
untok lebih gial mensosialsasikan dan mengenalkan komsop im pada pejabas-
pejabatnya. Schingga dadapathan pemabaman dan pengetabuan yang holistik.
Sclanjutnya mengguiur badiya patemalistik kepads budaya yang mengharga
imovasa, kreatifinas dam etos kerja dengan mengubah nilas, sumbol dan sisiem insenal
yang ada dalam birokrasi Pemenntal Xabupaten Uwton. Sclaim ita, yaay terpenting
adalah adanya perubahan pola pikir dan mentalizas bara dirsbuh birokrasi pome-
rintah sty sendin karena sebaik apapus konsep yang ditawarkan jika semangat dan
mentalitas penyclenggara pomnerintahan mash menygenaion paradigma lama, kon-
sop tersebut hanya akan menjadi slogan kosong tanpa mersbawa perubshan apa-apa
yang berarti
Kata Kungi : Birokeusi, Kewirawsahoan

LPENDAHULUAN

Gerakan reformasi yang digulirkan
mahasiswa dengan jarshnya rejim Socharto
bertujuan untuk menata ulang kehidupan ber-
bangsa dan bernegara, Gerakan reformasi di-
harapkan menjadi jalan bagi penyclesaian per-

masalahan bangsa yang dihadap: dan menjadi
harapan bagi masyarakat scbagai momentum
untuk menemukan cara baru dalam mende-
sain jalannya roda pemerintahan, baik yang
menyangkut dimensi kehidupan politik, so-
sial, ekonomi maupun kultural. Gerakan Re-
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formusi menuntut adanyva perubahan struktur.
kultur dan paradigma penyelenggaraan
pemenntahan terutama birokrasinva, Hal
merupakun kebutuhan mendesak untuk <¢-

gera dilakukan mengingat birokras: peme-
rintahan mempunyai kontribusi yang besar ter-
hadap tenadinya krisis muli:dimensional
vang teryad: sclama ini.

Tuntutan dan aspirasi masyarakat vang se-
makin mengedepan dalam cra reformasi ter-
hadap penyelenggarsan pemenntahan seu-
daknya meliputi beberapa hal: pertama, refor-
masi sistem politik yang merupakan scbuah
kenyataan yang tidak dapat dinafikan untuk
menuju kehidupan politik yang Iebih demo-
kratis melalui keterhbatan dan partisipas: rak-
yat dalam proses politik yang menyangkut ke-
pentingan publik (Gaffar, 2000, 145-173)
kedhu, refonmast hubungan antar pemerintah
pusat dan pemenntah  dacrah dan pola
sentralisas: yang bersifat paternalistik
menjadi desentralisasi vang  bersifar ke
mitraan (Rasyid, 2001, 200); kenga, luntian
untuk mewujudkan good govermane and
clean government dalam penyelenggaraan ne-
gara yang didukung dengan prns. ) dasar ke-
pastian hukum. akuntabilitas, transparansi.
keadilan, profesionalisme dan demokratis
seperts yang dikumandangkan olch Warld
Bank. UNDP. United Nation dan beberapa
lembaga mernational lainnya (Edralin,
1907:23).

Pemerintah  Kabupaten Buton sudah
saatnya untuk mereposisi peranannya
kembali menjadi birokrasi publik yang
memiliki  akuntabilitas, responsif, inovatif
dan profesional serta berjiwa entreprenuer.
Birokrasi dacrah harus scmakin kreatif dalam
mengemban  fungsi  pemenntahan  modem
yokni, ‘pelayanan, pembangunan dan pem-
berdayaan masyarakat” (Rasywd, 1997, 48).
Pola- pola lama dalam kultur birokrasi, kepe-
mimpinan, stmlmukclcmbagm manajemen
sumber dayva manusia dan scbagainya harus
dionientasikan kearah pembentukan birokrasi
publik yang adaptif terhadap perubahan ling-
kungan strategis yang berlangsung cepat dan
mengglobal.

Pendekatan NPM 1 bila ditanik benang
merahnya (Hughes, 1994,:216) menghendak:
suatu birokrasi publik yang memiliki kriteria
Good Governance dan Kewirausahaan
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congan kemampuan memacn  kompensi,
akuntabilnas, responaip terhadap perubahan,

transparan. berpegang pada aturan hukum,

mendorong adanya partisipasi pengguna jasa,
mementingkan kuahtas, efektif dan cfisien,
mempertimbangkan rasa keadilan bagi se-
luruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu
onentasi pada nilai-nilai untuk mewajudkan
Good Governance dan Kewirsusahaan itu
sendiri. Mencermati banvaknya ide. konsep.
pendckatan dan paradigma baru tentang
reformasi birokrast maupun penataan ulang
penyelenggaraan pemernintshan yang telah
dikemukakan para ahli, tetapi sangat jarang
ditkuti dengan kapan knitis mengenai peri-
laku, sikap dan persepsi elit birokras: yang me-
laksanakan reformasi terscbut, Memiag dia-
kul whah tenudi perkembangan  diskursus
twacana) mengenad Gowd Governance dan
Kewirausahaan dan menjadi perdebatan oleh
banyak kalangan, baik para politisy. kalangan
akademisi, praktisi pemenniahan  maupun
masvarakat dengan perseps: dan argumen
vang berbeda-beda. Scharusnva ¢lit birokras
menyikapinva dengan kritis dan Konstruktif
serta mengadakan reformasi werlebih dahulu
terhadap penlaku. mind set maupun budaya
serta kompetenst yang  hanus  dimilikinya
dalam merespon tuntutan dan  dinamika
perubahan tersebut,

L LLRumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dan
untuk mengetahul sccara komprehensif me-
ngenai persepsi pejabat birokrasi pemerin-
tahan dalam memahami wde Kewirausahaan,
maka ahannya dirumuskan scbagai
berikut:  "Bagaimanakah perscpsi  pejabat
birokrasi Kabupaten Buton terhadap ide ke-
wirausahaan™?

1.2.Tujuan dan Manfaat Penclitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang
dirumuskan di atas, maka vang menjadi tu.
Juan penelitian ini adalah : untuk mendeskrip-
stkan perspektf pejabat birokras: pemerin-
tahan Kabupaten Buton dalam menerima dan
memahami ide kewirausahaan.

Adapun Manfaat penchuan m: secara
praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat
dijadikan sebagai salah saw bahan masukan
dan sumbangan pemikiran yang berani bagi
pemenntah Kabupaten Buton dalam mene-
rima dan memahami ide <ewirsusahaan
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dalam rangka pelaksanaan otonon dacrah,

Secara akaderms diharapkan hastl pe-
nchinan mi dapat dyadikan salah sat pijakan
bagi penelitian selanjutnyu, terutama yang ber-
hubungan dengan pencrapan ide-ide baru da-
lam penyelenggaraan pemerintahan yaitu
semangat Kewirausahaan,

ILMETODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini tidak ada penegusan
yang jelas tentang pendekatan yang akan di-
gunakan, baitk pendekatan positivistik mau-
pun pendekatan natralistix, tetapi mencoba
untuk menghombinasikan kedua pendekatan
tersebut,

Penelitian ini adalah penclitian deskniput
Kualitatif dengan menggunakan metode sur-
ver yakni suatu jenis penclitian vang dnnak-
sudkan unwk mengumpulkan informas:
MENGEnai status atau gejala yang ada vakni
keadaan menurut gejala apa adanya pada s
penehitian diiakukan (Subarsimi Arikunto,
1996:309).

Penchitian ini dimaksudkan berupaya me.
mahami, menggambarkan dan melukiskan
persepst dunt pejabat struktural pemenntah
dacrah Kabupaten Buton dalam mencnima
dan memaham ide enterprencurial gover-
nmment serta mengetabur faktor-faktor yang
menpeluskan persepsi pejabat rersebut werha.
dapide enterprenenrial govermmenr.

Variabel Penclitian

Vanabel pada penclitian im terdin dan
veriabel bebas (vanabel independent) dan
variable terikat (dependent). Vanabel bebas
adalah Kewirausahaan. Sedangkan variabel
tenkat adalah Presepsi Pejabat Birokasi, Se-
cara skematis model analisis yang akan dila-
kukan dalam mengkaj enrreprenenrial
government dalam persepsi pejabat birokrasi
dan faktor-faktor yang menjelaskannva
adalah scbagai berikut:
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Definisi Konsep

Defimsi konsep  dan masing-masing
virtable adalah sebagat benkut

1) Emterprenewrial Government adalah
suaty birokrasi pemerintahan yang memiliki
jiwa dan semangat kewimusahaan dengan ka-
rakteristik berorientasi pada kebutuhan ma-
syarakat (customer oncnted), efisien, ino-
vatif, responsive dan komperinf dalam rang-
ka penyelenggaraan rugas dan fungsinya

2) Persepsi pejabat birokrasi adalah pe-
mahaman dan pengetahuan pejabal Pemda ka-
bupaten terhadap de dan konsep dun En-
terprencurial Government.

3) Kompetensi pejabat adalah kecakapan
dan kemampuan yang dimiliki oleh pejubat
dalam melaksanakan tugas dan kewaji-
bannya.

4) Sostalisust adalah proses belajar untuk
mengetahut dan mengenal scsuatu yang eret-
leksi Redalam persepsi. sikap dan ungkah laku
SESCOrang.

5) Budava birokrasi adalah sistem atau se-
perangkat nilas yang memiliks. simbol. one-
ntasi nilai. kevakinan, dan pengetubuan yang
dukiualisasikan kedatam sikap. ungkah laku
dan perbuatan vang dilakukan oleh setiap pe-
Jabat,

Definisi Operasiona

Enterprencurial Government

1) Vaniabel emenprencurial govermment
dapat diukur dengan menggunakan indikator.

a) Beronentasi pada masyarakat (custo-
mer onented)

b) Efisiensi dalam penggunaan anggaran

¢) Inovasidan kreatifitas

d) Kompennfdalam penyclenggaraan pe-
layanan public

2) Persepsi pejabat birokrass adalah pe-
mabaman, pengetahuan dan pencrimaannya
terhadap ide dan konsep dan enterprencunal
govermment oleh pejabat birokrast. Persepsi
pejabat birokrasi akan divkur dan:

a) Pemahaman dan pejabat pemda
terhadap Konsep enterprencunal govemment

b) Dilihat dari Xeikutsertaan pejabat
pemda dalam pelatihan dan kursus yang ber-
hubungan dengan pencrapan kKewirausahaan
sektor publik

¢) Tingkat penerimaan terhadap konsep
enterprencurial govermment dalam din para
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pejabat pemda

d) Tingkat penolokan terhadap Konsep
enterprencunal  government dalam  din
pejabat

3) Kompetensi pejabat adalah kecakapan
dan kemampuan yang dimiliki oleh pejabat
dalam melaksanakan tugas dan kewaji-
bannya. Kompetensi pejabat akan divkur dan:

a) Tingkat kecakapan dan ketrampilan
pejabat dalam bekerja dan menyelesaikan ma-
salah yang ada.

b) Kemampuan pejabat pemda dalam me-
lokukan kerjasama antar unit, bagian dan di-
nas atau instansi dalam pelaksanaan tugas,

¢) Kemampuan datam menvusun ren-
cana kegiatan,

d) Tingkat krcatifitas dan movast yang
di'tkukan pejabat pemda dalam melakna-
nakan rugas

4) Sostalhisasi adalah proses belujar untuk
mengetahul dan mengenal sesuatu vang 1er-
eflckst kedalam porsepsi, sikap dan unghah la-
ku sescorang.

Sosiahsasi akan divkur das:

a) Intensitas diklar, seminar dan work-
shop yang dukuti oleh pejabat peiada vang ber-
hubungan dengan pencrapan konscp
enterprencurial government

b) Banvaknya waktu vang digumakan
dalam mengenalkan konsep enrerprencinial
government pada pejabat pemda

¢) Ada ndaknya kegiatan untuk menge-
nalkan konscp enterprencurial government
yang dilakukan oleh pemda

5) Budaya Birokrasi adalah sistem atau
scperangkat nilm yang memihky, simbol,
orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan dan pe-
agalaman kehidupan yang wrintemalisasi ke
dalam pikiran, scperangkat nilai yang diaktu-
alisasikan dalam sikap, tingkah laku dan per-
buatan yang dilakukan oleh sctiap pejabat.

Sumber Data

Dalam penelitian 11 penulis mengguna-
kan dua macam data menurut kiasifikasi jenis
dan sumbemya, yaitu:

Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara
langsung dengan menycbarkan kuesioncr
kepada pejabat struktural eselon U, 111, dan
esclon IV serta melalui teknik wawancara
sebagai cross chek data,
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Data Sekunder

Merupakan data vang diperoleh tdak
sccara langsung dan responden, melainkan
daa yang telah diolah seperut tabel, laporan
penclitian, dokumentasi serta data lain yang
berhubungan dengan penelitian,

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Singarimbun
(1995:152) adalah jumlah keselurubhan dari
unit analisa yang cin-cinnya akan diduga.
Yang menjady populast dalam penclitian i
adalah seluruh pejabat struktural yang ada di
pemerintah daerah Kabupaten Buton
sejumiah 136 buah jabatan struktural dengan
Komposisi sehagar berirut:

Esclonll :150rung

Esclon Il : 5S4 orang

Isclon IV 67 orang

Jumlah :136orang

Berdasarkan  pertimbangan  terscbut
damas maka pumbah sampel vang akan duambil
sebanvak 68 orang. Untuk menentukan
sampel 1ersebut penulis menggunakan teknik
stratified random sampling (Singarimbun dan
Effends, 1995, 162-165) Sampel tersebut
tevdin dari; 1%

Esclonll - &‘63”‘7

Lselon il :‘.‘_‘._\'68- 27
136

EscloniV: 67 oo 44
136

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan daa yang dipergu-
nakan guna memperolch informasi dalam pe-
nclitian ini diantaranya meliputi:

a) Kuesioncr (angket)

b) Tecknik Wawancara,

¢) Teknik Observasi.

d) Teknik Dokumentasi

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian im
merupakan metode kualitanf. Data vang ada
kemudian disapikan dalam bentuk tabel
disinibusi frekwens: dan persentase untuk
masing-masing aspck penilaian beserta indi-
kator pengukurannya dan dilakukan analisis
persentase. Kemudian metode kuabtauf di-
gunakan untuk melakukan interpretasi terha-
dap data yang ada.
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HEHASILPENELITIAN
DAN PEMBAHASAN

Dalam bab i akan dikemukakan hasi!
temuan yang diperoleh dalam penclivian dan
pembahasan terhadap vanabel yang diguna-
kan dalam penclitian tentang persepsi pejabat
birokrasi di Kabupaten Buton dalam Kewira-
usahaan. Scbelumnya akan dibahas pula
karakteristik responden yang dyadikan
sampel dalam penclitian ini.

Deskripsi Responden. Dalam penelitian
ini Jumiah kuesioner yang discbarkan
sebanyak 68 (cnam puluh delapan) Kucsioner
dan jumlah ini dianggap sudah mewakils
kescluruhan populasi yung ada

Tabel IV.L Distribusi Penyeharan Kuesioner

. No | Kelompok Jabatan Yane dischar
[ Eselon Il 7
2 Eselon 111 27
3 Esclon IV 34

! Jumlah 68

“Sumber: Dwia primer diioh anwa 101 S

Kuesioner sejumbah 68 terscbut kema-
dian dindentifikas: karakteristiknva vang di-
lihar melalui jenis kelamin, usia dan pendi-
dikan responden yang disapikan dalam tabel-
1abel berikut ini.

Tabel I1V.2, Distribusi Responden
Berdasarkan Jenis Kelamin

| — o
'+ Dyata peimer diod, d J'.

Dari data pada tabel TV.2 terlihat bahwa
mayoritas pejabat strukiural dilingkungan
pemerintah Kabupaten Buton adalah laki-laki
schanyak 48 (empat puluh delapan) orang
(70,58%) dan perempuan sebanyak 20 (dua

puluh)orang (29,42%).
Tabel TV.3, Distribusi Responden
Bcrdmr't_gn 1 sai

SR —:Fl ———m‘,z -m'"j
\ g ———" —..J
&N 3 _ =
’ Stn ]

Tl [ 4:& =]

“Sumber: Data primer diolak sahun 2013
Dan data terscbut terlihat bahwa mayori-
1as pecjabat struktural dilingkungan
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pementitahl Kabapaten Buton borusia diantiara
42 «'d 51 tuhun sehanvak 9 (semlan) orang
(15.53% ) disusul usiaantaza 32 s d 41 tihun sc-
banyak 33 (tiga puluh tiga) orang (13,3%), ke-
lompok ketiga berada diamtara usia 22 s/d 31
tahun sebanyak 25 (dua puluh lima) orang
(36,7%) dan kelompok terakhir berada dia-
ntare usia 25 Aahun. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa mayoritas pejabat
struktural dilingkungan Sckretanat Daerah
Kabupaten Buton mercki yang mempunyai
usta diantara 32 s/d 1 tahun,

Tabel IV.A. Distribusi Responden
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
e Tagwr Findiim . P "
' R ] "t
H Dotrs ? ny
) Sre » «
& Motess H o

Lk “ o
Sumher - Dane prinver diolek taten 1013

Berdasarkan daa pada 1abel IV erhiha
balwa kebanyakan pejabat struktural diling-
kungan pomerintah Kobupaten Buton berpen-
didhkan sarjana (5.1) scbanyak 32 (uga puluh
dua) orang (47.1%), kelompok kedua berpen-
diikan diploma schanyak 7 (lwjuh) orang
(10.3%), disusul yang berpendidikan pasca
sarjana (S2) sebanyak 21 (dua puluh satu)
orang (30.9%) dan kelompok terakbir ber-
pendidikan SMU SMK schanyak 8 (delapan)
orangt 11,7%).

Bordasarkan hast! desknpsi terscha da.
pat dikatakan bahwa -Karukenstk individu
atau responden yang dijadikan sampel dalam
penelitian ini otomatis dapat mempengaruhi
perscpsinya terhadap penerapan  konscp
entreprencurial government. Seperti dika-
takin dalam landasan teori bahwa faktor per-
sonal yang melckat dalam din individu seperty
usia, jenis kelamin, pendidikan, kepangkatan
dan jabatan dalam pckepjaan yang i
wujudkan dalam karakterisnk individual se-
perti minat, motivasi dan kepentingan serta pe-
ngalaman masa lalu dapat mempenganiin pe-
jabat struktural dilingkungan pemenntah Ka-
buapaten Buton dalam mempersepsikan se-
buah objek. Pejabat struktural yung memadi
sampel dalam penclitian ini berasal dan ber-
bagai cselon yang berbeda, dengan sendinnya
minat, tujuan dan motivasi merekapun ber-
beda, Hal itulah yang menyvebabkan perbe-
daan persepsi diantara masing-masing esclon
tersebut terhadap pencrapan konscp Kewirau-
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sihaun.

Seiclah digambarkan mengenar karak-
tenistik dari ke 68 (enam puluh delapan) res-
ponden terpilih yang dijadikan sampel dalam
penclitian ni. Sclanjutnya akan dijelaskan
hasil penilaian, persepsi responden terhadap
penerapan konsep Kewirausahaan yang se-
lama im dipahaminya serta perscpsi respon-
den tersebut vang disajikan dalam bentuk ta-
bel frekuensi dan persentase dari hasil jawa-
ban responden.

Persepsi Pejabat
Terhadap Kewirausahaan
Aspek Costumer Oriented
Tabel INS Aspek Costumer Oriented dalam
Entrepreneurial Government
0 I Pemvazan Frduensi
Sdannva Cinzen tarker $2%ey selivaman nobld 13
Mergembang i program csonmer o dalim "
celivinga mablic
o Portrmmn snbih el s heglan
acnatan oublibvs
4 Pomeipth iclikbelas panberdsyacn pade
musvarakal
Jumlab

e

st

Vo

22
k)
{LLF)
Sumber: Duta primer diolah telum 2013

Berdasarkan data pada tabel 1V.5 terlihat
bahwa hasil penilaian dan pandangan
responden terhadap aspek costumer oriented
untuk item pernyataan adanya citizen carter
dalam pelayananan pubhik scbanyak 13 orang
(19.2%) menvatakan sangat sctuju. Dengan
demikian dapat dikatkan bahwa schagian
besar responden tidak  sctuju dikemba-
ngkannya citizen carter dalam pelayanan pu-
blik dan hanya sebagian kecil yang setuju
untuk dikembangkannya citizen carter
terscbut.

Berikut ini wawancara penulis dengan
pejabat esclon [V, Ibu Syaraswati sclaku Ka-
subag Rumah Tangga di Sekretariat Daerah
Kabupaten Buton:

“Kalaulah citizen carter it dibuat dan
dilaksanakan masyarakat kita belum siap,
bisa-bisa mereka akan berdemo terus
kckantor supaya urusan mereka bisa ccpat
selesai. Dan saya juga melihat pegawai kita
disini banyak yang tidak mengert: dan juga
tidak siap dengan adanya perubahan scrta
perlu diadakannya sosialisasi jauh-jauh hari.
Kemudian lagi, takutnya itu hanya slogan-
slogan kosong yang memperparah pelayanan
pada masyarakat, ya hanya lip servislah.”
(Hasil wawancara 26 Agustus 2013)

Puvczse ')
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Dan ungkapan tersebut dapat diartikan
bahwa masth ada keragu-raguan dan kendak
mengertan dart pegawail tentang Citizen carter
itu sesungguhnya. Selain itu mereka masth
menganggap masyarakat belum siap dan tidak
dewasa dalam menyikapi perubahan dalam
hal pelayanan publik. Kejelasan hak dan ke-
wajiban antara konsumen dan penyedia jasa
yang terdapat dalam sebuah citizen carter me-
nyebabkan banyak orang ragu untuk meng-
aplikasikan konsep terschut karena ada kon-
sekuensi didalamnya.

Untuk item permyataan mengembangkan
program customer choice atau pilihan
pelanggan dalam bidang pelavanan, |8 orang
(24.6%0). Dan hasil penilaian terscbut terlihat
bahy' a sebagian besar responden tidak setuju
bila dikembangkan program customer choice
atau pilihan pelanggan dalam bidang pela-
vanan seperti memperbanyak providers (pe-
nyedia jasa), memberikan informasi atupun
dengan guality assurance (standur pelayanan
minimal),

Berkenaan dengan kesimpulan terscbut,
berikut ini wawancara penulis dengan pejabat
eselon IV di Bappeda Kubid Staustik dan
Evapor bapak Drs. L. M, Takdir, M _Si sebagai
refleksi dari kestmpulan diatas:

“Wah, saya tak paham betul mengenai
program ctistomer choice ini karena saya be-
kerja tidak langsung berhubungan dengan
pelayanan kepada masyarakat secara lang-
sung. Kalau boleh saya berpendapat, masa
reformasi yang penuh dengan kebebasan ini
membuat masyarakat menjadi kuat tetapi
kuatnya masyarakat bukan malah bagus
malah tambah kacau dan banyak demo-demo
disana sim, kejahatanpun meningkat. Nah,
kalau masyarakat diberikan lagi kebebasan da-
lam hal pelayanan itu akan membuat mereka
semakin manja dan pemerintah akan semakin
kualahan. Jadi menurut saya kita pemerintah
dan masyarakat it sendiri belum siap untuk
hal-hal yang seperti itu, apalagi mengadakan
sebuah perubahan, susahlah banvak makan
korban belum lagi yang pro starus quo.” (27
Agustus 2013)

Terlihat jelas dari dari hasil wawancara
tersebut bahwa pejabat pemda banyak yang
belum mengerti dan memaham: tentang ada-
nya program pilihan pelanggan (masvarakat)
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dalam rangka mengkatkan Koalias pela-
vanan kepada masvarakat Customer choice
atau pilthan pelanggan membenkan homu.
dahan pads pengguna jasa dalam mennhih
penyedia jasa scsuar dengan karaktenstik
aspirasi yang dimilikinya, Untuk itulah pe-
merintah harus mendorong schbanyak mu-
ngkin munculnya providers (penyedia jasa).
mcembangun insentif dan memperbanyak
fasilitas kKhususnya dalam pelayanan ke
schatan dan pendidikan serta mempermudah
market entry bagi masyarakat luas,

Sclanjuinya pemerintah  memberikan
informasi mengenal mMasing-masing provi-
ders pelayanan kepada masyarakat tentang
pelayanannya, biayunya, Kualitas layanannya
dan wakwnya schingga tdak terjadi gap
mfonmasi dan masyarakat mengatahin s¢rta
bisa memilih providers vang cocok dengan
kondisinya. Ungkapan dani Kcpals Bagian
Keuangan LM, Davis, SE benkut setiday,
ndaknya merelleksikan perseps terseban

“Oh 1ya iu de bagus vang dilomtarkan
oleh Osbome dalam bukunya, <ava pun
membayanghkan wakiu sava mendapatkannya
diperkubahan, kalan ide iu bisa diterapkan
dalam pelavanan publik tentu saa sedikat
banyaknya akan membawa perubahan kearah
yang lebih bank. Banyak keunrungan yang ki
dapat kalau kia bisa melakukannya pertama
masyarakat bebas menuhih penvedia jusanya,
kompetist antar providers tenadi schingga
masyarakat diuntungkan sebab  providers
yang mahal dan kualitas pelayanannya jelek
akan ditinggalkan masyarakat, selanjutnya
masyarakat tahu informasi tentang providers
dan yang dihasilkannya. Saya sepen-
dapat bala it perlu dikembangkan secara ber-
tahap dan berkelanjutan.” (Hasil wawancara
28 Agustus 2013)

Tanggapan responden terhadap per-
nyataan bahwa pemerintah scbaiknya tidak
melakukan semua kegiatan vang berhubu-
ngan dengan pelayanan publik menunjukkan
15 orang (22,1%). Dengan demikian dapa Ji-
katakan bahwa responden sebagian masih
mengimginkan pemenntahlah vang hans me-
lakukan semua pelayanan kepada publik. Pan-
dangan scorang pejabat esclon IV Kepala Sub
Bagian Kelembagaan dan Anjab di Sckretanar
Daerah Bapak La Maso, S.Sos. sendak-
tidaknys mereflcksikan persepsi terschut.

N

“Kalow pemenntah ndak melakukan
pelavanan publhik. jach siapa yvang mela-
hukannya? Swasta, yang bener ajalah, masak
swasty yang melakukannya, tu bahaya besar
karcna jelas-jclas swasta musinya mencan
keuntungan, bisa dijual semua nanti, kan yang
berat masyarakat juga jadinya, hhatlah telkom
seenaknya saja naikkan tanf dengan seribu
alasan padahal mereka sudah untung saham
mereka dipasar modal lihatlah naik terus,
tengok lagi bank-bank swasta vang kolaps kan
pemenntah juga yang sibuk itu artinya rakyat
Juga vang menanggung beban, swasta di In-
donesia parah-parah semua tidak sama mu-
ngkin diluar negen vang sudah  bagus. Untuk
saat scharang pemenntahlah yanrg harus mela-
kukannya."(Hasil wawancar. 28 Agustus
2013).

Retcthbaan mbak swasta dan NGO
dalam melakukan pelayanan publik daiam ra.
nyka ciekiifitas dan efisiensinya sebuah pela-
vanan, Keuka pelayvanan o kbih baik dila-
kukan oleh pihak swasta atau NGO maka itu
harus dilepas oleh pemerintah dan begitu juga
sehalikova. Dalam good governance ada tiga
unsur yang menopang jalannya  scbuah
governance Selain pemenntah ada pihak
swasty dan il socrety, Ketiga Xomponen
intlah yvang harus disinergikan peran dan fu.
ngsinya dalam rangka mewujudkan masya-
rakat yang dicila-citakan. Pembagian peran
antar ketiga komponen ini dimungkinkan sc-
lama bermuara pada kepentingan publik se-
cara luas, Begitu juga dalam hal pelayanan pu-
blik mcrupakan tanggungjawab ketiga kom-
ponen imt untuk melakukannya. Pemenntah
hanya berfungsi ketika terjadi kegagalan pa-
sar maupun kegagalan civil soclety.

Ungkapan Kepala Bagian Administrasi
Perckonomian dan Sumber Daya Alam di
Scidakab Bapak La Kabona, S.50s berikut da-
pat merefieksikan pemahaman tentang ma-
salah terscbut.

“Betul, sckarang zamannya sudah beru-
bah, kalau pada masa awal-awal merdeka
ataupun awal orde baru pemenintahlah vang
menangani s¢mua urusan masyarakat sampai
kehal-hal yang tetek bengek (hal-hal keeil),
tapr sekarang dengan pembangunan selama
i masyarakat semakin pintar dan ingin ikut
ambil bagian dalam urusan-urusan publik, 1ak
ketinggalan pihak swasta, ditambah lagi
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beban pemeritah semakm berat kalau semua
urusan dnangammyva sendin, Kitakan mera-
sakan hampar semua urusan pelayanan publik
vang dilakukan pemenniah sangat menge-
cewakan dan memprihatinkan, pokoknya asal
jadi saja. Disinilah saya rasa perlunya pihak
lain yang menyediakan jasa pelayanan. Me-
mang masalahnya sangat kompleks dan perlu
perubahan yang mendasar™ (Hasil wawancara
28 Agustus 2013).

Sclanjutnya untuk item pemyatusan pe-
menntah perlu melakukan  pemberdayaan
pada masyarakat terdapat 22 orang (32,3%),
Dan hasil penilaan terscbut terlihat buhwa se-
bagian besar responden setuju bila pemenntah
mclakukan pemberdayaan kepada moasya-
rakot '

Dari hasil observasi dilapangan, ba-
nyaknya responden vang setuju dengan we
pemberdayaan pemerintah dacrah Kabupaten
Buton. Benkur hasil wawancara dengan
Bapak | M. Jafar, S.Pd M .Pd selaku Kepala
Bagian Admimstarsi Kescjahteraan Rakvat di
Sekretanat Dacrah Kabupaten Buton

“Pemberdayaan merupakan tugas pokok
dan pemerintah modem saat i doamping tu-
gas-tugas lain scperti pelayanan dan regulasi,
agar masvarakat bisa mandini dan ketergan.
tungan pada pemenmah dapat  dikurangs.
Sava juga melthat Kalau masvarakat kita perlu
untuk  dibenkan  pelinihan-pelatihan  yang
benujuan agar 12 bisa mandin serta punya
semangat untuk berusaha. Kan kebanyakan
masyarakat kita tidak Kkreatif dan inovatf
apalagi masyarakat didaerah kita yang banyak
menjadi penonton dan pemain” (Hasil wa-
wancara 28 Agustus 2013),

Masalah pemberdayaan masyarakat ini
merupakan salah satu misi dari pemerintah
dacrah untuk meningkatkan kescjahteraan
masyarakatnya. Hal im dikemukakan olch
LM. Jafar,S.Pd. M. Pd sclaku Kepala Bagian
Adm. Kescjahteraan Rakyat di Sekretariat
Daerah Kabupaten Buton dibawah ini :

“Program pemberdayaan masyarakat
telah menjadi misi utama kabupaten, kita pe-
menntah daerah terus mendorong kearah sana
apalagi kitapun tclah membentuk dinas
pemberdayaan masyarakat desa. Sasarannya
sangat jelas bahwa masyarakat kita yang di
desa sangat tertinggal dan perlu diberda-
vakan. Banyak program-program dan

pelatiban-pelatiban vang welah Kita lakukan un-
tuk masyarakat dalam rangka pemberdayaan”
(Hasal wawancars 28 Agustus 2013,

Aspek Efisiensi Anggaran
Tabel IV.6. Aspek Efisiensi Anggaran dalam
Entreprencurial Government
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Sclanjutnya berdasarkan data pada tabel
IV.6 terlibar bahwa hasil penilaian dan
pandangan responden terhadap aspek
clisicnss anggaran untuk tem pemyataan bah-
Wa penyusunan anggaran pemenmtah yang
didasarkan pada Kinena begite penting dan
mendesak untuk  ditcrapkan, sebanyak 21
orung (30.8%). Dengan demikian  dapat
dikatakan bahwa sebagian besar responden
sctuju untuk ditcrapkannya penyusiman
anggaran vang berbasis Kinerja.

Hal tersebut seperty dikatakan oleh WD.
Sitti Numahara, SE Selaku Kasubag Perin-
dag. PMD dan PMA di bagian perckonomian
Setdakab Buton,

“Kia dikabupaten m: Kurang mengerti
dengan anggaran yang berbasis kinenja, hanya
dengar sepintas lalu saji. Apalagi yang
menangani anggaran kan bagian kcuangan
schingga kami dibagian lain ataupun instansi
lain banyak yang tak tahu” (Hasil wawancara
2 September 2013).

Selanjutnya Ir. La Ode Zilfar Jafar, selaku
Kcepala Bagian Administrasi Pembangunan di
Setdakab Buton mengungkapkan hal yang
sama:

“Anggaran yang berbasis Kinerja untuk
saat sckarang masih sulit untuk diterapkan ka-
rena banyak aparat yang tidak tahu dan butuh
waktu yang cukup untuk sosialisasi, dan bagi
yang tahu pura-pura tak tahu karena sistem ini
menurut mereka akan membuatnya tdak bisa
lagi untuk memainkan anggaran untuk kepen-
tngan pribadi” (Hasil wawancara 2 Sep-
tember 2013),

Untuk item pemyataan bahwa penguku-
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ran hineria dilakukan untuk efisiensi anggarnn
dan mengurang praktek KKN, [V orang

27.9%). Daty hasil pemilatan teescbut terkihat
bahwa schagian besar respondden mengetahus
dan mengerti bahwa pengukuran kinena dapat
meningkatkan efisicnsi dan mengurang:
KKN.

Berkenaan dengan kesimpulan terscbut.
berikut int wawancara penubis dengan Wa Ode
Hanasiah. S Sos Selaku Kepala Bagian
Orgamisasi dan Kepegawaian di Serdakab Bu-
1on schagai retiek s dan kesimpalan diatas:

“Tujuan utama dan adanya anggaran pe-
menintah yang didasarkan pada kinena dalam
rangka efisicensy dan cfektititas angparan Ka-
rena sclama ini Kita tahu penyusunan angga-
ran lebih banyak unuk Kepentingan kelom-
pok erientu bahkan Kepentingan pribadi para
pengambil kebyakan, Dengan adanya mo-
mentum retormass dan otonomi dacrah milah

kita perlu berpikir ulang untuk kcbih ctisien da-

lam anggaran kaleu i udak dilahukin seger..
mungkin sava vakin kita akan mengalanm
krisis vang susah untuk bangkn lagi” (Hastl
wavancura 3 September 2013),

Kemudian Bapak Samsiar Anda sclaku
Kasubag Program Kera pada baguan
Adnunistrass Pembangunan & Setdakab
Buton mengungkap hal yeng agak bertolak
belakang dengan ungkapan diatis,

“Sava hurang yakin Kalou anggaran yany
didasarkan pada kincma ini akan mampu
meningkatkan cfisiensi dan mengurang:
KKN, ini bukan berarti saya pesimis tapi Kita
punya banyak pengalaman kalau aparat kita
paling pandai dalam mengelabui suatu aturan
buat kcuntungan pribadinya, pengctahuan
saja tidak menjamin apalagi tak punya
pengetahuan yang paling penting mental
aparut perlu dibenah dulu™ (Hasil wawancara
3 September 2013),

Dari pernyataan tersebut terhihat adanya
pemahaman yang berbeda antara para pejabar
terhadap anggaran pemerintah vang dida-
sarkan pada kinerja. Perbedaan pemahaman
ini dipengarubi oleh berbagai hal diantaranya
pengalaman masa lalu dan pendidikan vang
pemah ditkuti seseorang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
responden sebagian idak mengmginkan pem-
berlakuan msentif anggaran berdasarkan ki-
nenja. Anggapan ini didasarkan bahwa apabila

33

hal imi dilakukon bansak pejabat vang nidak
stap Karena mereka belum  werblasa dan
banyok yang bempandangan negatf dengan
ide 1 Pandangan Wa Ode Jsra, SH Kasubag
Dokumentasi dan Perpustakaan di Setdakab
Buton setdak-tidaknya merefleksikan per-
scpsi terscbut sebagai berikut ;

“Saya saja belum paham mengenai ki-
nerja anggaran ini, dan saya yakin kebanya-
kan dari pegawai banvak yang tidak menge-
tahur, apa itu kinerja anggaran? Sepintas de-
ngar memang bagus katanya bila diterapkan,
lap: pencrapannya kan tak segampang ngo-
mongnya, apalagt hal i1 sesuatu yang baru di-
mana aparat pemernintah tdak biasa mela-
kukan suatu perubahan ditambah lagi bila ber-
hubungan d.ngan kepenungannya™ (Hasil
wawancara 3 Scptember 2013).

Dan beberapa wawancara vang penuhis
lakukan kchanyakan pejabat yang mempu-
nyal eselon HI dan 1V saja yang cukup nwenes
rima dan memahami dengan baik ide-ide yang
ditawarkan dalam kewirausahaan. Hal im ju.
g terhhat dan pemyaraan M. Mahyuddin M,
ST. M S Kasubag Pracarana Fistk Pemennia.
han di Setdakab Buton vang penulis temu:

“Sava tak begitu ngerti dengan angaran
berbasis Kinena. terus terang saja sava belum
permah belmar hanya dengar-dengar Kalau
orang sedang sibuk memoicarakan yang na-
manya Kinera, Saya beranggapan mungkin
idenva bagus tapi menurut says sangat susah
untuk ditcrapkan bila pegawainya masih
kayak gini, ‘masih doyan maling walau tak sc-
mua pegawal tapi umumnya, va kayak gi-
tulah™ (Hasil wawancara penulis 4 Sepiember
2013).

Selanjutnya untuk item pemyataan ang-
garan yang didasarkan pada kinerja mengan-
dung prinsip akuntabilitas yang tinggi, ter-
dapat 12 orang (17,7%). Dan hasil penilaian
tersebut terlihat bahwa scbagian besar res-
ponden sctuju bila anggaran yang didasarkan
pada kincrja mengandung prinsip akuntabi.
litas yang unges.

Dan hasil observasi dilapangan. ba-
nyaknya responden yang setuju dengan per-
nyataan tersebut seiring dengan berjalannya
cra otonomi daerah vang lebih mengede-
pankan, merespon dan mengakomodir as-
pirasi kebutuhan masyarakat vang lebih ber-
orientasi pada kepentingan publik. Tetapi
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banyah Juga yang wdak mengetahu apalagi
uniuk menerapkannya, dikarcnakan berbagan
hal terutama yang menyangkut dengan kom.
plik kepentingan.

Aspek Inovasi dan Kreatifitas

Inovasi dan kreatifitas merupakan salah
saru hal yang utama dalam pemerintahan yang
bergaya wirausaha. Inovasi dan kreatifitas
dapat dijadikan barometer sebuah pemerin-
tehan vang terus mencan format dan bentk
yang tepat dalam merespon perubahan dina-
mika yang begitu cepat terjadi dalam masya-
rakatnya. Untuk itulah pejabat pemenintah per-
lu melakukan movas: diberbaga aspok peme-
rintahannya.

Benkut im dalas', 1abel 1V.7 akan disa-
yikan data jawaban responden terhadap bebe-
rapa ide movast dan Kretifitas dalam peme-
rintahan yang bergava wirausaha

Tabel INT. Aspek Inovasi dan Kreatifitas
dalam Entreprenenrial Government
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Sumber: Data primer dioloh tahun 2013
Berdasarkan data pada tabel V.7 terlihat

bahwa hasil penilaian dan pandangan
responden terhadap aspek inovasi dan
kreatifitas untuk item permnyataan perlunya
mengembangkan kemitraan dengan swasta
dalam melakukan pelayanan publik seperti
sistem kontrak maupun privatisasi, sebanyak
9 orang (13,3%), Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa scbagian besar responden
tidak sewju dengan ide pengembangan
kemitraan antara pemernintah dengan swasta
dalam hal pelayanan publix dan hanya se-
bagian kecil yang setuju untuk dikembang-
kannya program kemitraan tersebut,

Benkut 1 wawancara penulis dengan
(el Mustamim Daly selaku Kepala Bagun
fwa Pemermuhan & Sckretaniat Dacrah
Kabupaten Buton:

“hika pemenntah melakukan kemitraan
dengan swasta dalam hal pelavanan publik ta-
kulnya nant: malah swasta vang berkembang
dan pemenntah tidak bisa berbuat apa-apa kan
susah jadinya.” (Hasil wawancara §
Scptember 2013).

Dan ungkapan terschut dapat diartikan
bahwa masih terdapat kesalahan pandangan
dalam melihat dan memahami ide kemitraan
dan ketidakmengertian dari pejabat tentang ke-
mitraan ity sesungguhnya. Selain ity mercka
masih menganggap prhak swasta tidak bisa
diajak bekerjasama dengan pemenmah ka-
reni SWasts punya misi mencari keumungan,
berbeda dengan  pemerintah, Dan hasil
kucsioner dan wawancara dapat disimpulkan
sebagian besar responden belum mengertt dan
paham betul dengan konsep dan pencrapan ke-
MAraan .

Untuk item pemyataan perlunya pemba-
tasan waktu berlakunya sebuah peraturan ya-
ng lebih dikenal dengan sunset law, hanya 10
orang (14,7%).

Dan hasil penilaian terscbut terlihat bah-
wa sehagian besar responden tidak setuju de-
ngan adanya ide perlunya pembatasan wakiu
berlakunya sebuah peraturan (sunset law ).

Pembatasan berlakunya sebuah aturan
sebenamya  dimaksudkan agar peraturan.
peraturan yang tidak lagi mampu merespon
dinamika perubahan yang tenadi dimasya-
rakat agar secepatnya dirubah atau ditinjau
lagi keberadaannya, schingga aturan tidak la-
@ menjadi penghambat kernajuan tetapi men-
dorong adanya perbaikan terutama sekali da-
lam hal pelayanan publik. Bagi pemenntah pu-
satapalagi pemenintah dacrah hal-hal yang de-
mikian belum terbiasa untuk dilakukan. Peru-
bahan baru dilakukan bila ada sebuah mo-
mentum atay desakan vang kuat dari ma-
syarakat scperti adanya reformasi,

Pemerintah menganggap merubah aturan
akan merusak sebuah sistem yang sudah ma.
pan, dan setiap perubahan menclan biaya
yang mahal baik sosial, ekonomi maupun bi-
aya politknya. Berkenaan dengan kesimpu-
lan tersebut, berikut ini wawancara penulis de-
ngan Bapak La Amin, SH sclakue Kepala
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Bagian  Huhwn Scrdakad  Buton  scbagat
retleksy dan Kessmpulan dsavis:

“Susah bagi Kita untuk mengganti aturan.
aturan yang sudah ada walaw terkadang
aturan-aturan tersebut tidak sesuai dengan
kondisi zaman, apalagi sampai melibatkan
DPRD untuk merubah sebual Perda teatu
biayanya tidak sedikit, dan sclanjutaya aturan
yang sudah sda saja masih banyak yang belum
ditkuti, budaya 1aat pada aturan belum ada
dalam masyarakat kita, Mungkin int sebuah
lompatan yang terlaly maju buat pemerin-
tahan kita dun kita perlu lebih banyak belajar
untuk dopat mencrapkanaya®” (Hasil wawan-
cara penulis. 3 September 2013)

Terlihat jelas dan dari hasil wawancara

terscbut bahwa pejabat banyak yang cnggan '

untuk mengadakan perubahan apalagi sampin
merubah sebuah aturan, Kasena aturan-turan
vang ada dianggap sakral dan tidak perlu di-
ubah kecuali ada iekanan yang besar dan ma-
svigakat. Sclam itu dapat disimpulhon babw o
pciabar birokrast inasith banyak yang belum
mengetahun dan memahami adanya ide sunser
law dengan baik, hanya dengar sepintas lalu
dan sepotong-scpolong.

Selanjumya sclain adanva sunser law
dalam pemeriniahan vang bergava wirausaha
Juga dikembangkan inovass wntang perlunya
komisi peminjauan terhadap  aturan-aturan
yang berluku (review commissions), Hal i
dimaksudkan untuk menchtn apakah aturan-
aturan tersebut masih sesum dan mampu
merespon  perubahan  dinamika tuntutan
masyarakat vang semakin kompleks.

Idc perlunya setiap pemerintah daerah
mempunyai rencana strategis dalam peren-
cangan pembangunannya menggantikan
model Repelita gaya orde baru mulai dilak-
sanakan scjak berlakunya otonomi dacrah.
Hal ini dimaksudkan agar dalam perencanaan
pembangunan melibatkan masyarakat yang
berkepentingan  didalamnya  (stakcholder)
vang sclama i tudak dilibatkan. Kebajakan
sclama i selalu menggunakan pendekatan
dari atas kebawah (1op down). Untuk iw periu
dikembangkan strategi perencanan pemba-
ngunan dengan pendekatan dari bawah keatas
(botom up) schingga masyarakat benar-benar
terhbat dan pembangunan yang dihasilkan
sesual dengan kebutuhan masyarakat da
bersifat strategis, ‘

Benkut i wawancara penulis dengan
beberapa pejabat s Sckretanat  Dacrah
Kabupaten Buton mengenar pandangannya
mengenal perlunya pemenntah dacrah’kota
mempunyai rencana strategis dalam pengem-
bangan daeralvkotanya.

“Saya sangat terlibat dalam pembuatan
renstra i karena saya bekerja di Bappeda,
rencana strategis memang sangat bagus bila
diterapkan karena langsung melibatkan
masyarakat didalamnya, dan ini juga me-
rupakan tuntutan dan pusat untuk dilaksankan
oleh scnap dacrah. Cuma sayang sebagian
masyarakat kita apatis dan terserah pada pe-
merintah dacrah saja, Akibatnya va sama saja
renstra dibuat berdasarkan maunya mereka,

“Sgyak otonomi it banyak kahi hal-hal
yang baru, mula dan DPRD vang sangat
berkuasa, LPJ Bupan yang membuat Kita pe-
gawan tak tdur-tidur mengerjakannya, belum
lagr Katanya anggaran borbasis Kinena Ji-
tambah kgt dengan wanbnva renstra bags ha-
bupaten dan banyak lagi vang lam, nu semua
membuat kita-kita dibawah i jadi bingung,
Kita tak pcmah tahu dan belajar it semun,
sosialisasinyapun setengahesetengah  haty,
jadi wajar banyak vang tak tahu menahu me-
ngenat hal i semua™ (Hasil wawancara pe-
nulis, 3 September 2013).

Dari hasil wawancaa sema observast
didapangan, banyaknyu responden yang setuju
dengan ade renstra un febih dikarenakan me-
mang adanya peraturan yang mewajibkannya.
Kemudian sebagian responden yang lain
masith banyak yang mengert dengan renstra
ini, mercka hanya ikut dengan berbagai pe-
nafsiran yang berbeda-beda, Kitapun banyak
mendengar bahwa banyak daerah yang salah
dalam menyusun renstra Xabupaten/Xotanya
scbagai akibat dan ketidaktahuan mereka
mengenai renstra itu sendin.

Dan hasil observasi dilapangan, ba-
nyaknys responden yang kurang setuju de-
ngan permyataan terscbut dikarenakan SOT ba-
ru yang telah disusun menyebabkan mereka
pindah dan jabatan bahkan kehilangan ja-
batan vang sclama ini mercka pegang. Aki-
batnya daerah perlu menycsuaikan organisa-
sinya sesuai dengan kebutuhan daerah.
Konsekuensinya banyak organisasi pemda ya-
ng dihapus, digabung bahkan ada pembentu-
kan organisasi baru. Benikut hasil wawancara
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Kepala Bagian Kcuangan Bapak LM. Davis,
SE yang dapat menjclaskan sikapnya rerhadap
hal i,

“SOT yang baru ini membuat pegawai bi-
ngung karena banyak yang kehilangan jabatan
dan sumber penghasilan, lihatlah banyak
pejabat yang nyogok untuk sebuah jabatan,
SOT ini mungkin niatnya baik tapi nasib
pegawai dan pertimbangan kcemanusiaan
periu dipikirkan agar SOT ini benar-benar
sesuai dengan kcbutuban kabupaten tanpa
melupakan pegawai. Apa menjamin dengan
SOT yang baru menyebabkan pemda lebih
efisien dan responsive? kan tidak semudah
. jadi perlu kematangan dan pengetahuan
vang cukpp scbelum hal ini dilakukan™ (ITasil
wav ancara penulis, 6 September 2013 ).

Selanjutnya untuk 1tem  pemvataan
bahwa pemenntah mengembangkan usaha
mencan keunrungan (profit oriented) schagai
sumber pendapatan scbanyak 9 orang
(13.3%). Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa sebagian besar responden tidak setuju
bila pemerintah mengembangkan usaha men-
can keuntungan sebagai sumber pendapatan
dan hanya sebagian kel yang setju untuk
hal ini.

Dari hasil wawancaru penulis dengan be-
berapa pejabat dan observasi dilapangan me-
nunjukkan bahwa pemerintah nidak bisa disa-
makan dengan pihak swasta Karena misinya
berbeda dengan pemerintah, selanjutnya apa-
rat pemerintah banyak yang tidak mempunyai
kemampuan wirausaha dan terakhir banyuk
usaha-usaha yang dijalankan pemerintah rugi,
kebocoran dimana-dimana, ditambah lagi
efisiensi jauh dan yang diharapkan seperti
perusahaan-perusahaan milik pemerintah
baik dipusat maupun didaerah. Hal
terungkap dari beberapa hasil wawancara
dengan M. Mahyuddin M, ST. M.Si Kasub-
bag Prasarana Fisik Pemerintahan di Sekre-
tariat Daerah Kabupaten Buton berikut mi:

“Menurut saya memang sudah saatnya
pemerintah berpikir untuk mencan sumber
pendapatan baru, apalagi dengan otonomi
daerah ini mau tidak mau suka tidak suka
kalau mau jalan suatu pemcnintah daerah ia
harus punya sumber pendapatan yang
besarkita dibengkalis terbantu oleh dana
perimbangan minyak jika ini tidak ada,
kitapun sama tahu bengkalis menjadi hanyut
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bila kita udak punva pemikiran mencan
sumber pendapatan alternauf selain dana
permubangan,” (Hasil wawancara penubis, 6
September 2013).

Begitulah adanya pemahaman dan pe-
ngertian yang beragam dari setiap responden
mengenai setiap pernyataan yang ada dengan
alasan vang berbeda pula, Setiap orang punya
alasan tersendini untuk menjawab setuju
ataupun tidak setuju. [tulah gambaran umum
jawaban responden terhadap aspek profit
oriented yang dikembangkan pemerintah de-
ngan alasannya setuju dan ketidak setujuan
mereka,

Persepsi Pejabat Birokrasi Pemerintah da-
lam Kewirausahaan.

Aspek Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Ke-
wirausahaan

Tabel TV.8. Aspek Pengetahuan dan Sikap
Terhadap Kewirausahaan
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sulah
1 Koaomy Geresonccnal Gon Svesm tips:
b Lolizn candaas & as .=
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Sumber: Data primer diolah tohun 2013

Berdasarkan data pada tabel [V.8 terlihat
bahwa hasil penilaian dan pandangan res-
ponden terhadap aspek pengetahuan dan sikap
terhadap kewirausahaan untuk item pema-
haman saya terhadap konsep entrepreneurial
government sudah baik, sebanyak 20 orang
(29,5%). Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa sebagian besar responden tidak me-
mahami konsep entrepreneurial government
dengan baik.

Berikut ini wawancara penulis dengan
Yusniah, S.Sos selaku Kasubag Ketaralak-
sanaan dan Pengelolaan Data pada Bagian Or-
ganisasi dan Kepegawalan yang menggam-
barkan kesimpulan tersebut:

“Saya tak tahu apa itu Entreprencunal
Government, memang pernah dengar tapi ya
tadi hanya sekilas-sekilas saja, kadang dengar
di TV atau baca koran jad: saya tak paham
betul mengenai itu apalagi saya cuma tamat
SLTA." Saya memang permnah dengar tentang
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pemerintahan vang bergava wirausaha dar
Osbome katanya, tapr sava tak paham betul
mengenat hal iu, waktu sava Kuliah dulu ak
ada belajar mengenai 1, apalagi hal mikan
baru " (Hasil wawancara penulis, 9 September
2013).

Untuk item pemyataan bahwa pema-
haman dan pengctahuan terhadap cntre-
preneunal government didapat dari membaca
buku, seminar. diklat ataupun bangku kuliah,
23 orang (33.8%). Dan hasil penilaian
tersebut terlihat bahwa sebagian besar
responden mengetahui ide Kewirausahaan
dari membaca buku, ikut seminar, diklat
ataupun dart bangku kuliah, Sebagian besar
rssponden juga tdak pernab mendapatkan
pengetahuan tentang Kewirau,ahaan dan itu
semua schingga wajar Kkalau mereka sebagian
tdak mengern.

Pandangan Bapak La Ode Karman, SE.
MM Kasubag Kepegawaian di Scekretanat
Daerah Kabupaten Buton senidak-tidakny:
merefleksikan persepsi tersebut.

“Saya rasa konsep Entreprencurial Go-
vernment ini bisa diterapkan walaupun saya
schenarnya tak paham bctul tapi saya dengar-
dengar konsep ini akan menjadikan birokras
vang efisien dan terlalu birokratis,“Kenapa
tidak tentu bisa diterapkan dalam birokras
kita, Cuma masalahnya apakah para birokrat
dan masyarakat kita sudah siap apa belum?
Karena akan ada perubahan cara berpikir dan
bagaimana kita melihat birokrasi ni” (Hasil
wawancara penulis, 9 September 2013).

Hal ini terungkap dari hasil wawancara
penulis dengan Bapak Drs. Samirudin selaku
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keu-
angan di Sctdakab:

“Kita dalam penerapannya memang
perlu modifikasi sesuai konteks yang kita
hadapi, tentu saja berbeda antara kita dengan
negara-negara barat, aspek budaya juga
menjadi bahan pertimbangan penting bila Kita
hendak mcnerapkan konsep terscbut dan
banvak aspek lainnya,tapi yang jelas prinsip-
prinsipnya tidak boleh ditinggalkan™ (Hasil
wawancara penulis, 9 September 2013).

Aspek Kompetensi
Tabel IV.9. Aspek Kompetensi
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Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel IV.9 terlihat
bahwa hasil penilaian dan pandangan res-
ponden terhadap aspeck Kecakapan, ke-
terampilan dan pengetahuan menjadi per-
timbangan penting dalam memangku scbuah
jabatan. sebanyak 13 orang (19,1%).

Berikut ini wawancara penubis Bapak
Syafaruddin, SKM.,M.Kes, sclaku Kasubag
Bantuan Pembangunan pada Bagian Admi-
nistrast Pembangunan di Sckretariat Daerah
Kabupaten Buton yang menggambarkan
kesimpulan tersebut:

“Menurut sava sudah sewajarnya scorang
pejabat harus cakap. terampil dan ber-
pengetahuan tapi masalahnya kan bukan,
siapa yang kenal dan punya hubungan dengan
orang yang berwenang baru bisa duduk di-
sebuah jabatan. ya KKN lah atau perkoncoan.
Kalau Kita tak ada hubungan susahlah mau
dapat jabatan kecuali nasib batk. Untuk saat
sekarang pertimbangannya bukan kompetensi
tapi  kedekatan dengan penguasa”  (Ilasil
wawancara penulis, 9 September 2013).

Dari ungkapan tersebut dapat diartikan
bahwa sebagian busar pejabat pemda setuju
adanya kompetensi dalam memegang sebuah
jabatan, tetapi sistem perkoncoan merupakan
sesuatu hal yang taidak bisa dihilangkan. Aki-
batnya tidak lagi memperhatikan kompetensi,
pengetahuan dan kemampuan seseorang
dalam memangku jabatan.

Untuk item pernyataan bahwa kemam-
puan bekerjasama harus dimiliki oleh seorang
petugas pelayanan, 16 orang (23,5%). Dari ha-
sil penilaian tersebut terlihat bahwa scbagian
besar responden memahami dengan baik
bahwa kemampuan bekerjasama untuk
seorang petugas pelayanan sangat dibu-
tuhkan. Scbuah pelayanan publik tidak hanya
terkait dalam satu bagian atau unit saja bahkan
lintas bagian, kantor dan lintas dinas.

Selanjutnya tanggapan responden ter-
hadap pernyataan bahwa diperlukan inovasi
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dan kreaufitas dan schedar loyal pada
prosedur atau arran-aturan yang kaku,
menunjukkan 19 orang (27,9%). Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa responden
sebagian besar setuju bila diperlukan scbuah
inovasi dan kreatifitas dani secorang aparat
daripada hanya sekedar loyal dan taat pada
aturan yang kaku. Hal ini dimungkinkan
karena dalam birokrasi ada yang namanya ke-
wenangan diskresi. Kebanyakan dari pegawai
tidak berani untuk mcengadakan sebuah
inovasi atau bentuk kreatifitas karcna hal ter-
sebut dianggap melanggar aturan. Pandangan
Hardianti, SE Kasubag. Pembedaharaan di
Scrtdakab Buton sendak-tidaknya mere-
fleksikan persepsiterscbut.

“Pegawal yang kreaut dan inovauf sa-
ngat jarang kita jumpai dan mercka ndak
terbiasa dengan hal itu, mereka hanya terbiasa
dengan aat pada aturan. juklak ataupun juknis
selain tu dianggap melanggar aturan dan
mendapat sanksi. Padahal sebuah inovasi
diperlukan agar mencari hal-hal yang terbaik
dan paling efisien dalam pemerintahan mi.
Kita sebenamya terus mendorong untuk
rumbuhnya inovast dan kreaufite . pegawai,
dengan syarat rdak untuk Kepentingan
pribadi, Kewenangan untuk diskresi sava
berikan pada bawahan saya sclama hal ity
tidak menyimpang dengan tujuan vang telah
ditetapkan. Karena sayu yakin kekakuan pada
turan akan menvebabkan kita lambat dalam
merespon kondist lapangan yang selalu
berubah-ubah”. (Hasil wawancara penulis, 10
September 2013).

Selanjutnya untuk item pernyataan Mem-
punyai kemampuan mengambil keputusan
dan mempunyai kewenangan dalam diskresi
power, terdapat 20 orang (29,5%). Dan hasil
penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian
besar responden setuju bila mereka mempu-
nyal kemampuan dalam mengambil
keputusan dan mempunyai kemampuan
diskresi power. Jabatan yang mereka pegang
tentu saja ada kewenangan yang terkandung
di dalamnya dan kita selalu dihadapkan de-
ngan pengambilan keputusan. Hal ini teru-
ngkap dari hasil wawancara penulis dengan
salah satu pejabat eselon 111 di Setdakab:

“Dalam sebuah jabatan jelas sudah
terkandung kewcnangan didalamnya ada
tugas, kewajiban yang harus kita selesaikan
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Aspek Sosialisasi Dari Prinsip
Kewirausahaan
Tabel IV.10, Aspek Sosialisasi Prinsip
Kewirausahaan
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Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel IV.10
terhihat bahwa hasil penilaian dan pandangan
responden terhadap aspek sosialisasi dan
prinsip kewirausahaan untuk item pemyataan
Sering mengikuti seminar, workshop dan sym-
posium yang berhubungan dengan entre-
prencurial government 21 orang  (30.8%).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa se-
bagian besar responden belum pernah mengi-
Kutl acara-acara yang membahas Konscp-
konsep pemermtahan vang bergava wirau-
saha. Dapat disimpulkan kalau sebagian besar
pejabut pemda banyak vang udak mengetahus
dan memahami ide dan konsep pemerintahan
yang bergaya wirausaha.

Berikut ini wawancara penulis dengan
Bapak LM. Rahimin Baharuddin, SP Selaku
Kasubag. Sumber Daya Alam pada Bagian Pc-
rekenomian di Sekretanat Dacrah Kabupaten
Buton:

“Kami yang duduk di eselon IV ini
jarang ikut-ikut seminar aau lokakarya apa-
lagi acara-acaranya yang dijakarta, itu hanya
buat eselon IT atau sekali-kali eselon II1, jad:
terus terang saja kami banyak tak tahu tentang
perkembangan dan perubahan yang terjadi,
palingan hanya sekedar tahu dikit-dikit saja.
(Hasil wawancara penulis, 10 Scptember
2013).

Dari ungkapan tersebut dapat kita tank
sebuah kesimpulan bahwa untuk pcjabat ren-
dahan jarang sekali diberi kesempatan unruk
mengikuti seminar ataupun lokakarya schi-
ngga sudah sewajamya kalau pengetahu-
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annya ndak berambah apalag: Kalaw wdak ada
Kemauan untuk mengembangkun din sendin

Terthat jelas dan dan hasil wawancary
tersebut bahwa Diklat Strukiural yang ditkun
olch pejabat pemda mulai dan Adum sampa
Spanti mengajarkan pelajaran yang berbeda,
Konsep pemerintahan yang bergaya wirausa
diajarkan pada diklat penjenjangan spama.
Banyaknya responden yang tidak pernah
mendapat pelajaran temtang hal ini dika.
renakan sebagian besar responden duduk pada
cselon IV dan formasi jabatan yang paling ba-
nyak dipemda adalah untuk eselon [V, Inilah
kondisi ricl yang dihadapi olch umumnya pe-
gawal, ditambah lagi tidak semua pegawai se-
laly mempuoyal komitmen untuh meéning-
Kukan pengetabuan mereka. Tidak ada bu-
dava belajar dalam birokrast Kita terutama
bag1 pegawainvi.

Tanggapan responden terhadap per-
nyatsan bahwa pemenntah daerah telah me-
ngenalkan  kKonsep entrepreneunal goven.
ment dalam sebuah kegratan sosialisas) se-
perti seminar menunjukkan 24 orang (35,3%).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
responden berpendapal bahwa  pemcnntuh
dacrah ndak permah mengadakon sosialisasi
terhadap Konsep kewirausahaan int. Panda-
agan Wa Ode Mirawan, SE sclaku Kusubag.
Anggaran di Sekretariat Dacrah Kabupaten
Buton setidak-nidaknya mererleksikan
penepst tersebut,

“Scingat saya tak pemah pemenntah da-
crah mengadakan sosialisasi terhadap konsep
ini, kalau unmk renstra daerah pemenniah
telah mengadakan sosialisasy, saya rasa
konsep itu didapat dibangku perkuliahan atau
diservinar maupun kita belajar  otodidak
dengan membaca buku sendin®™ (4 Agsutus
2013).

Dari ungkapan terscbut dapat kita
simpulkan bahwa ketidaktahuan responden
terhadap konscp pemerintahan yang bergaya
wirausaha lebith dikarenakan mereka tidak
pemah mendapatkan pengerahuan tentang it
terutama sekali pada saat mereka kuliah.
Pendidikan yang pemah ditkut olch seseo-
rang akan membentuk pengetahuannya, Se-
lanjutnya pengctahuan seseorang akan me-
nuntun tindakan maupun perbuatannya. Pene-
nmaan dan penolakan terhadap konscp-
konsep baru sclalu mendapat penolakan

apalage mla ndak mempunyvar pengetahuan
vang luas terhadap hal baru tersebut. lulah
vang tersach pada pepabat pemenntah dacrah
Kabupaten Buton pada umumnya dimana
pengetahuan mercka terhadap konscp peme-
nntahan yang bergaya wirausaha sangat mi-
nim dikarenakan sosialisasi dari konsep ini
yang sangat kurang.

Aspek Budaya

Budaya birokrasi kita sangat dipengaruhi
oleh budaya patemabistik, Banyak basil
penelitian yang menyatakan hal ini. Mulai
dan sistem rekuitmen, penempatan seseorang
dalam jabatan sampai hal yang bersifar peng-
hormatan dan Retergantungan yang tinggi
dengan atasan. Pola-pola hubungan yang ter-
bentuk ndak mendorong munculnya kreati-
fitas dan inovasi. Etos kerja dan mornifass pe-
guwal juga tdak terbentuk dengan bak ka-
rena sistem insentif yang dibangun tdak men-
dorong kearah sana. Aspek budava sangat
mempengarubi pola pikir dan perubahan vang
akan dilakukan olch seseorany. Budaya vanyg
udak mendukung adanyva suatu perubahan
sangat sulit sekali untuk menerima sesuatu hal
vang bary, untuk itu perlue dikembangkan
budaya yang kondusif untuk berkembangnya
hal yang baru terschut dapat diltha: pada tubel
berikut:

Tabel IVA1 Aspek Budaya
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Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel IV 11 rerlilat
bahwa hasil penilaian dan pandangan res-
ponden terhadap aspck budaya dalam
menjelaskan pembentukan pandongan dan
pengetahuan responden terhadap prinsip
cntreprencurial government untuk item
permyataan sikap patemalistik dan  hirarki
vang kaku massh mewamai hubungan atasan
bawahan dalam orgamsasi pemda 13 orang
(22,1%). Dengan demikian dapat disim-
pulkan kalau sebagian besar pejabut pemda
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banyak vang setuju bila dalam organis.s
pemda budaya paternahisuk masih mengasss
sangat kuat.

Pemerintahan yang bergaya wirausaha
tidak memberikan tempat pada budaya
paternalistik, hirarki yang kaku dan terpaku
pada aturan-aturan yang permanen. Kelu-
wesan pada aturan, inovasi, kreatifitas,
efisiensi, efcktifitas dan akuntabilatas sclalu
menjadi pendorong untuk terciptanya peme-
nintahan yang bergaya wirausaha sclama tidak
bertentangan  dengan misi yang  diemban
organisasi.

Berikut ini wawancara penulis Bapak
Manjani Wali, S.Sos.. M.Msip selaku Staf Ahlt
Bupati bidang Pembangunan di Sckretanat
Dacrah Kabupaten Buton sebagai berikut :

“Salah satu masalah penting vang Kita
hadapr dalam membangun dan mcengemba-
ngkan pemerintahan vang bergaya wirausaha
adalah adanya budayu patemalistik yvung
mengakar kuat dalam pemerintahan saat i,
Hubungan atasan bawahan yang kaku selalu
mematikan tnovasi dan  kreatifitas. Yung
terjad: adalah kctakutan dan Ketergantungan
pcegawait yang besar pada atasan, pogawai ti-
dak beranm mengambil keputusan sebelum me-
minta pctunjuk dengan atasan™. (2 September
2013).

Untuk 1tem pemnyataan bahwa peme-
nntah daerah telah mendorong dan me-
ngembangkan jiwa serta spirit kewirausahaan
dalam budaya kerja, 17 orang (25%). Dan
hasil peniiaian tersebut terlihat bahwa peme-
rintah daerah tidak mengembangkan dan men-
dorong konsep kewirausahaan dalam budaya
kerja. Berikut hasil wawancara penulis
dengan Jafar, S.AP selaku Kasubag. Pengum-
pulan Data Layanan Informasi dan Publikasi
di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton ;

“Scingat saya belum ada sebuah usaha
dari pemerintah daerah untuk mengemba-
ngkan semangat kewirausahaan dilingkungan
organisasi pemda” Kita bisa contohkan sistem
insentil bagi pegawai yang ada selama ini
tidak mencerminkan spirit kewirausahaan ka-
rena insentif yang diberikan tidak didasarkan
padakinerja sescorang™. (4 September 2013).

Terlihat jelas dari dari hasil wawancara
bahwa pemerintah dacrah belum mengemba-
ngkan semangat kewirausahaan dalam buda-
va kerja birokrasinya. Salah satu strategi
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Seoam omengembangkan  Kewirausahaan
sdi.ah strateg) budaya. Strategi i difakukan
dengan mengubah kebiasaan, menyentuh pe-
rasaan dan mengubah pikiran atau pandangan
sescorang terhadap suatu hal.

Tanggapan responden terhadap per-
nyataan bahwa pemerintah daerah telah
mengembangkan sistem insentif yang men-
dorong motivasi dan etos kerja pegawal me-
nunjukkan 17 orang (25%). Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa responden berpenda-
pat bahwa pemerintah daerah belum mengem-
bangkan sistem insenuf yang mendorong m-
otivasi dan etos kerja pegawai. Pandangan
Zuhr Maryam Zain. SAP Kasubag pada Ba-
gian Kesra di Sekretanat Daerah Kabupaten
Buton sctidak-udaknya merefleksikan per-
sepsiterscbut,

“Sistem insentil” belum dikembangkan
olch pemerintah dacrah, pegawar yang ba-
nvak proyek bisalith dapat rezeki lebih seda-
nghan vang pegawai vang lak ada kegiatan tak
dapat apa-apalah. Uang insentif tambahin pe-
nghasilan buat pegawar pembaguannya sama
rata saja. Tidak ada pemikiran untuk mengu-
bah kebiasaan yang sudah mengakar dalam or-
ganisasi pemerintzh daerah ™ (5 Scptember
2013).

Selanjutnyva untuk item pernyvaiaan
bahwa pemermmtah daerah mengembangkan
bentuk dan sifat komunikast dua arah dan
terbuka dalam suasana kerja yang kondusif.
terdapat 19 orang (27,9%). Dari hasil
penilaian tersebut terlihat bahwa pemerintah
belum mengembangkan bentuk dan sifat
komunikasi dua arah dan terbuka dalam
suasana kerja yang kondusif. Berikut hasil
wawancara dengan Ramli Adia, S. Kom Ka-
subag. Pada Bagian Kesra di Sckretariat
Dacrah Kabupaten Buton,

“Kita sama atasan sangat scgan dan
kurang komunikasi, apalagi untuk menegur
atasan adalah sangat sulit, Kebanyakan atasan
merasa orang yang paling pintar dan tanpa
koreksi, Secara umum kayak gitulah adanya.
Pemerintah daerah belum ada usaha vang
serius dan sungguh-sungguh untuk mengem-
bangkan bentuk komunikasi vang terbuka pa-
da semua pegawal maupun antara atasan dan
bawahan, budaya itu belum terbangun™ (5
September 2013).

Dari ungkapan tersebut dapat kita
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simpulkan bahwa pembentukan budava
komunikasi vang dua arah dan terbuka belum
dikembangkan oleh pemerintah dacrah. Hal
i dikarenakan pengembangan budaya
merupakan suatu yang sangat sulit dan
memeriukan waktu yang cukup lama. Budaya
yang berkembang dalam sebuah lingkungan
akan mencntukan menentukan cara pandang
seseorang terhadap sesuatu hal. Budaya juga
akan memberikan penilaian tentang pencnis
maan ataupun penolakan terhadap scbuah ide
atau konscp yang akan dikembangkan ke-
dalam sebuah organisasi. scperti pengemba-
ngan konsep dan nilai-nilai pemcrintahan
vang berpaya wirausaha dalam organisas
pemda.

IV.PENLTUP

Kesimpulan

Pandungan dan pengetahuan  pojabat
birokras: terhadap konsep Kewirausahaon,
schagaimany ditunjukkan oleh penelinan 1.
masth sangat rendah. Kendati pandangan
pejabat pemenntah daerah Kabupaten Buton
tidak mempresentasthan pandangan pejabat
birokrasi, temuan dan penclitian i sctidak-
tidaknya membenkan gambaran  mengenai
rendahnya  pengetahuan  pojabar birokrass
terbadap wde. konsep maupun paracigma baru
penyclenggaraan pemcerintahan modren,

Dilihat dari semua mdikator yang
digunakan dalam penchitian i, pemahaman
dan pengetahuan pejabat pemda Kabupaten
Buton terhadap konsep pemenntshan yang
bergaya wirausaha (entreprencurial  go-
vemment) masih sangat rendah, sebagaimana
ditunjukkan dengan rendahnya pemahaman
dan pengetahuan tentang prinsip costumer
oriented (pemerintah vang berorientasi pada
masyarakat). Adanya penolakan terhadap ide
citizen carter (piagam warganegara) dan kon-
scp customer choise (pilihan pelanggan) da-
lam hal pelayanan publik. Selanjutnya pejabat
Pemda Kabupaten Buton masih meng-
nginkan pemerintah yang mengambil alih se-
mua kegiatan-kKegiatan  pemenuhan  Kebu-
tuhan publik dan udak adanya kepercayaan
pada pihak swasta dan masyarakat dalam
mengelolanya.  Selanjutnya untuk konsep
cfisiensi anggaran pemenintah dengan adanya
anggaran yang didasarkan pada kinenja hanya
scbagian pejabat vang memahaminya, dan

1

schagian lagt ndak memahanunya. Terhadap
sistem ansentif dalam anggaran pemenntah
schagrun besar pejabat tidak memahaminya

Beberapa pemikiran yang inovatf dan
kreauf dalam pemerintahan yang wirausaha
seperti pola kemitraan dengan swasta, ide
sunset law (pembatasan berlakuknya scbuah
peraturan), adanya komisi peninjau peraturan
(review commissions) tidak dipahami secara
mendalam oleh pejabat pemerintah kabupaten
Bengkalis. Kemudian konsep renstra dalam
kebijakan pemerintah sebagian besar pejabat
memahaminya dengan baik, Untuk 1de
penyusunan SOT (struktur organisasi dan
tatalaksana) dalam organisasi pemda banyak
terjadi penolakan oleh mereka vang dinugikan
dengan penataan (crscbut, dan ditcnima olch
mereka yang diuntungkan.

Dilihat dari aspek budaya birokras) vang
sangat kental dengan budaya paternalistik dan
perkoncoan dapat menjclaskan begitu
sulimya konscp it untuk dikembanghan.
Hubungan antara stasan dan bawahan vang
Koku, komumkus: scarah vang tidak sehar,
sistemy wsentif’ yang ndak  penumbubkan
movast dan kreantitas pejabar menyebabkan
rass malas dan setiap pejabat untuk me-
ngcnbangkon pegetahuannyva. Dalam laporan
imt ditemukan bahwa yang mengikun se-
minar-semmar, lokakana dan dikalat-dikin
fungsional hanya untuk pejabat esclon 1l
vang dekat dengan kekuasaan dan untuk pe-
Jabat esclon Il sedangkan pejabat eselon IV

Jarang sekali mengikutinya,

Saran

Dengan memperhatikan temuan-temuan
ini, bisa disimpulkan masalah vang dihadapi
oleh pejabat birokrasi dalam upaya mening-
katkan pengetahuan mereka dalam mema-
hami konsep pemenntahan yang bergaya
wirausaha (entreprencunial govermment).
Upaya peningkatan pengetahuan pejabat
adalah sangat komplcks dan memiliki
dimensi vang amat banyak. Upaya im
menuntut imervensi pemerintah dacrah vang
besar dalam semua dimensi pormasalahan se-
cara holistik. Adapun upaya yang dapat dila-
kukan dan perlu mendapat perhatian senus
yantu;

Perlunya bagn pemenntah dacrah Ka-
bupaten Buton untuk mengirimkan pejabal-
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pojabatnye sebanvak mungkin pada pes-
didikan formal Khususnyva vang mengajars.:
tentang pemerintaban yang bergaya wir.
usaha alaupun yang mengajarkan tentang kor-
sep-konscp baru penyelenggaraan pemenn-
tahan modren saat im.

Perlunya Pemda Kabupaten Buton untuk
mengadakan acara sostalisasi kepada seluruh
pejabat tentang pengetahuan yang berkenaan
dengan kewirausahaan scktor publik, se-
hingga diperoleh pandangan dan pemahaman
yang sama diantara pejabat dan memudahkan
untuk melakukan tindakan aksi penerapan

konsep-konsep ini.

DAFTAR PUSTARA

Arikunte, Subarsionn, 1996, Prosedur
Penelitian Suatu Pendekaran Prakiek., Rincka
Cipta, Jakarta.

Bryson John M, 2001, Perncanaan
Stranvegis Bagt Ovgamisasi Saxial. Terjemahan.
Pustaba Pelajar. Yogyakarta,

Carden, Genald E, 1991, Admunistrative
Retowm Comes of Age, Newyork, N.Y.de Grupier

Davivanto, Agus, 1996, Reinventing
Government Pokok-Pokok Pikiran dan
Relevansima di Indonesia. Makalah T ada
Pelanthan Mansjemen Strategik bags Derekitur
RSUD oleh Magwister Manaiemen Rumah Sakir,
Yogyakarta

2000, Rerormasi Birokrass Publik di
Indonesia, Pasat Studi Kependudulan dan
Kebijakan, Yograkarta,

Fdralin. J.S, 1997, The New Local
Governance and Capaciry Building: A Strategic
Approach, Regional Development Stwdies, Vol.3

Ferlic, Ewan. Ashbumer, Lynn, Fitzgerald,
Louise dan Petigrew, Andrew, 1996, The New
Public Mamagement in Action, Oxford
University Press, New York,

Gafar Affan, (2000), Polirk Indonesia
Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakana,
Pustaka Pelajar

Glezer, Bamncy G, Anselm L, Strauss,
1976, The Discovery of Grounded Theory,
Strategy for Qualitative Research, Chicago,
Aldine Publishing Company.

Goodman, Jon, 1993, Newirausahaan
Dalam Perusahaan, Manajemen, No.89.

Hariandja, Denny.B.C, 1999, Birokrasi Nan
Pongah. Belajar Dart Kegagalan Orde Barn.
Kanisius, Yokyakarta.

Hisnich, Robert D, (Ed) 1986,
Entreprencwrship Intraprencurship and Ventura
Capital, Mass-Lexington Books, Lexington

42

Hughes. bager. Owen, M9, Pulic
caxerrent And Administranion, St Manin s,

! States of Amenga

Nao 3, 1989, Entreprencurship Creativiey
2nd Ovganization, Prentise-Hall, New Jersey.

Keban, Yeremias T., 2000, Good
Govermance dan Capacity Building sebagai
[ediizror Utama dan Fokus Penilatan Kinerja
Fomenmtahan, dalam JurnallMerencanaan
Pembangunan, Jakana,

Lembaga Administrasi Negara, 2000,
Atirabilites dar Good Governance, Modul
Nostalisasi Sistem Ahuntabilitas Kinerjo Instansi
Pemerintak (AKIP), Jakarta.

Lupivoads, Rambar dan lHasan, Bakir. 1999,
Disain Servikrar Yang Mendubimyg
Aewinaesthaan Ovganisasé, Man Jan Usaba Ind
o*

Matthew B Miles. A. Michael Huberman,
(002, Jualisis Data Kualitotid. Bukn Simber
onnang Metode Merode Barn, Ul Press. Jakana

NMochtue M. 2000, Pengantar Metode
Peondlittan, 1P, Jakarta,

Moenic H LS. 2000, Manajemen
Pelayaman Uniom Di fidonesie, Bami Aksarn.
Jakarta

Moleong, J. Lexy, 2001, Merodologi
Penwlivian Kialivaref, Remapa Rosdakarya,
Banduaig,

Mutis Thoby, 1995, Kewirausahaun Yang
B.-"Vuw‘ Grassimo, Jakarnta

Nusutson. S. LSS, Merodolagi Penclirian
Natralisiik-Kmalitanf. Tarssto. Bandung.

Noeng Muhadjir, 1989, Merodologi
Penelitian Kwalitarif. Teiaak Positiviseik,
Rasiomalistik, Phenomenologistik Realisae
Metkaphisik, PT.Rake Sarasin, Yokyakarta.

Nuggani, 1997, Persepsi Pustakawan
Techadap Profesi Pustakawan, Tesis Pasca
Sanjana UL, Jakana

Osbome, David dan Gaebler, Ted, 1995,
Mewirawsahakan Birokrasi : mentranformasi
semangar wirmeaha ke dalam sekror publik jilid
2 (teyemahan), PPM, Jakarta,

Osborne, David dan Plastnk, Peter, 2000,
Memangkas Birokeasi © lima strategi mentyu
pemerintahan wirausaha (lerjemahan), PPM,
Jakama,.

Rakhmad, Jalaluddin, 1991, Psikologi
Komumtkasi, CV.Rajawali, Jakarta

Rasyid, Ryaas, Muhammad, 2001, Penfaga
Hati Nurani Pemerintahan. PUSKAP MIPI,
Jakana.

Rasyid, Ryaas, Muhammad, 1997, Makna
Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan
Kepemimpinan Yarsif Watampone, Jakarta,

Rush, Michael dan Althoff Phillip. 2000,



